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WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

—

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa dalam rangka  menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk tertib
Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan
Harga Satuan Pokok Kegiatan yang diberlakukan secara
menyeluruh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Lhokseumawe tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tetang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M Tahun 2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);




Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1
Dalam Keputusan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali
Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Lhokseumawe.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

9. Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada
Pemerintah  Kota  Lhokseumawe selaku Pengguna
Anggaran/Barang.




10. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat
TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali
Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan sebutan
lain Ketua TAPK yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka
penyusunan APBK, Perubahan APBK dan
Pertanggungjawaban APBK yang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Kota
Lhokseumawe yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi
Program, Kegiatan dan Anggaran SKPK.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK Lhokseumawe yang
selanjutnya disebut DPA-SKPK merupakan dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna
Anggaran.

13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan
fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.

Pasal 2

Menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, dengan rinciannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota
ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 sebagai berikut:

a. merupakan harga standar pokok kegiatan tertinggi, sudah
diperhitungkan keuntungan;

b. merupakan pedoman untuk penyusunan rencana kerja baik
untuk kegiatan pengadaan secara fisik maupun rencana
pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Kota
Lhokseumawe; dan

c. merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga satuan
pokok kegiatan.

Pasal 4

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam daftar
Lampiran Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kota (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2025.




Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2024 M

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H

b




